LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1 RE{BANG
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT I
REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUS!
DAERAH KE~aDA PEMER'NTAHK DESA/KELURAHAN SE KABU-
PATEN DAERAH TINGAAT Il REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT il REVIBANG

Menimbang @& bahwa rangka meningkatkan kemampu—

; an Pamerintah Dasa/Kslurahan dalam
meanjzlankan tugas-tugas poamerintehan
dan pambangunaa  narly dilaksanakan
upaya peningkstan ¢ ndapatan Desa/ke-
lurahan melalui perberian sebeagian ha-
sil psjak dan Rerribusi Daerah kepada
Pemerintah Desa/Kelurehan,

b bahwa sehubungan dangan tersebut da-

lam huruf a° porlu ditetapkzn dengan
Peraturan Daerah.

Mengingat * 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang rokok - okok Pamerintahen di
Daerah.
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentuken Daerah - deersh
Kabupaten dalam Lingkungan FPropinsi
Jawa Tengah.

. Undeng-undang Momor 11 | Drt. Tahun

1957 tentang Peraturan Umum Pajak
Daerah.

. Undang-undang Nomor 12/ Drt. Tahun

1957 tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah,

. Undeng - undang Nomor 5 Tahun 1879

tentang Pemerinteh Desa,

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 1
Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan
dan Kekayaan Dese, Pengurusan dan Pe-
ngawasannya.

, Keputusan Mente:i Dalam Negeri Nomer

6 Tahun 1988 tentang Frosedur Pene-
tapan Produk - produk Hukum di Lingku-
ngan Departemen Dalam Negeri.

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

50 fshun 1990 tentang Pemberian Sum-
banuan dan Bentuan serta Pemberian
sebagian Hasii Pejek dan Retribusi Dae-
yah kepada Pemerintah Desa.

. Keputusan Menteri Delam Negeri Nomor

98 Tahun 1990 tentang Pedomen Penyl-
sihan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian
Daerah Tingkat | dan Daeran Tingkst 1l
serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan
Peinbarian sebagian Hasil Pajak dan Re-
tripusi Dasrah kepada Pemerintah Kelu—
rahan.
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Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa-
ten Daerah Tingkat |l Rembang.

MEMUTUSK AN/

Menetapkan 1 Peraturan Dasrsh Kabupaten Daarah Tingkat

Il Fembanrg tentang Pemberian Sebagian
Hasil Pajak dan atau Retribusi Daerah
Kepsda Femerintah Dessa / Kelurshan se
Kabupaten Daerah Tingkat ! Rembang

BAB i
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Delam Pereturan Dzerah ini. yang dimaksud dengan :

8. Pemerintah Daerah sdalah Femeirintah Kabupezten Deerah

Tingkat |l Rembang.

b. Bupsti Kepala Dacrah adalah Bupati Kepzla Dezerah Tingkatll

Rembang,

c. Desa adalah suatu wilayzh yang diterrpati oleh sejumlah pen-

duduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didelemnys Ke—
satuan Masyarekat Hukum yang mempunyasi Organisssi Peme-
rintahan terendah langsung dibswah Cemat dan beihak me-
nyelenggaraken rumah tancganya ssndiri dalam wilayeh Kabu-
paten Daerah Tingkat |l Rembang.

d. Kelurehen adaleh suatu wilayzh yang difempati oleh sejumiah

penduduk yang mempuyai Organisasi Pemerintah terendsh
langsung dibawah Camat, yang tidak bsrhak menyslenggara-
ken rumah tanggarya sendiri dan beraca dalam wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat li Rembang.

BAS i

JENIS DAN BESARNYA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK

DAN RETRIBUSI DAERAH
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Pasal 2

Pemerintah Dserzh memberiken sebegiar hasil pererimeen Pa-
jak dan Retribusi ©asrah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan
sebagai Pendapatan Desa / Ke'urahan.

Pasal 3

(1) Jenis FPajak dan atsu 2ziuribusi Dasrzh yang hesiinya akan
diberikan kepada #femarintah Desa/Kelurehan dimaksud Pa-
33l 2 23raturan Dasrah ini adalan sebiagai barikut :

a. Pajak
1. Pajak Radio
2 Pajak Kendaszan tidek bermotor
3 Pajak anjing

b. Retribusi

(2) Basarnya bagian ying dibarikan kapada Pemerintah Desal

Kelureran scbagaimana dimek:ud eyat (1) pasel ini ditetap-
kan s3zasar 50 % dan realisasi panarimaan.

BAaB 11l
PENGANGGARAN
Fasal 4

Penerimaan dari pemberian sebzcian pzjek den atsu Retrit usi di-
cantumkan daiam Angcaran Fensiimaan dan Penceloiicn Keu-
angan Desa ( AP°KD) atau Anggsran renerimaan dan Pengelu-
aran Keuangen Zelurzhen (APPKK).

Pasal b

Dana sebagaimana dimaksud pasal 3 Feraturan Daersh ini digu-
pakan untuk pembicryaan panye|enggeraan pemetintaben, pem-
bagunan dan psiayanan kspada masyarakat.

BAB IV
TATACARA FEMSAGIAN DAN PENYALURAN
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Pasal 6

Tatacara pembagian, peny:zluran Sumbancan dan Bantuan serta
pemberian hasil Pajak dan Retribusi Dasizh kepada Femetintsh
Desa / Kelurahan ditstapkan oleh Bupati Kepzla Dacrah,

BAB V
Pasal 7
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepan-

jang mengenai pslaksanaannya akan diatur isbih lenjut oleh
Bupati Kepala Daerah.

asal 8

Persturan Daerah ini mulai berlaku psda targge! divndargkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, men crin ahkan pengun-
dangan Peraturen Daerzh ini dengan peren patarnys dalam
Lemoaran Jaarah Kabupaten Daarah fingkat i Rembang,

DEWAN PERWAKILAN REKYAT Rembang, 2 Desember 1991
DAERAH KABUPAIEN DAEXAH
TINGKAT Il REMBANG

KETUA :

BUFPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT Il REMBANG

SOEGENG SARWONO Dis. H. WACHID! RiJONO

UiSAHKAN :

Dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa fengah
Tanggat 30 Januari 1992
Nomor 188.3 /46 /1952

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat |l Rembang
Nomor 1 Tahun 1392 Seri B No. 1

pada tanggal 7 Pebruari 1992 An, Sekretaris Wi ayah + Dserah
Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat | Jawd lengah
Kepaia Biro Hukum

Drs. H SOEDIHARTO SARDJITO. SH.
Nir, 500 029 511 NIP, 500034 373
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PERATURAN DAERAH KA3UPATEN DAERAH TINGKAT II

REMBANG
NOMOR 13 TAHUN 1881

TENTARNG

PEMBERIAN SE3AGIAN HASIL PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI

i

DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN
SE KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il REMBANG

PENJELASAN UMUM

Dalam upsya mewujudken Pemerintah Desa / Kelurahan
yang rmampu manyalanggarakan pemernntahan, melaksanakan
pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
secara berdaya guna berhasil guna, diperiukan sumber dana
yang pasti dan memadai.

Dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 50 Tahun 1980 tentang Pemberian Sumbangan dan
Bantuan serta pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah kspada “emerintah Desa dan Keputusan Mentern Da-
jam Neageri Nomor 98 Tzhun 1980 tentang Pedoman Penyisi-
han Pajak Bumi dan Bangunan Bagain Daerah Tingkat | dan
Daerah Tingkat !l serta Pemberian Sun bergan/ Bantuzn dsn
Peinberian sebsag'an hasil Pajak dan Retribusi Daerch L.epada
Pemanintah Kelurahan, Pemerintah Kabupasten Daetah Tingkat
Il Rembang bartakad pengupayakan sumber dana tersebut
dengan jalan memberkan sebagian hasil Pajak dan stau Retri-
bust Dazrah kepad: Pamazintah Desa/Keiurahan se Kabupaten
Daerah Tingkat It Rembang.

PENJELASAN FASAL DEMI PASAL:

Pasai 1 dan Pasa' 2 : Cukup jelas ;

Pasal -]

]
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Pasal 3 ayat (1}

syat (2)

Pasal 4 dan Pasal 5
Pasal 6

Pasal 7 dan Pasal 8

o

Pajak dan Retribusi Daerah yang akan
dberikan kepada Pemerintah Desa/Ke-
lurahan adalah Pujak Radio, Pajak
Kendaraan Tidak Bermotor, Pajak An-
jing dan Retiibusi Pasar Dess karena
E8jak-pajsk dan Retribusi tersebut ‘di—
pandang lebih efektif =pabila ditanga-
ni oleh Pemerintah Desa / Kelurahan.

Pembetian sebagian hasil pajak dan
retribusi Dasrah kepada masing -~ ma-
sing Pamarintah Desa / rel.rshan se-
besar 50 % dari penerimaan pungutsn
Pajak dan R2triousi Daerah yang dilak-
sanakan oleh Pemecrintah Dasa/ Kelu-
rahan yang bersangkutan.

Cukup jelas ;

Bupati Kaepala Dserah manetapkan
pambagian dan lokasi pambarian se-
bagian hasi! pajak dan retiibusi atas
dasar kiasitikasi dan kreteria sebagai
berikut :

a Pendapatan Asli Pemerintah Desa/
Kelurahan

b Luas wilayah

¢ Jumlah pandu-iuk,

d Jumlah wajib pajak dan a'au Retri-
busi Dasrah.

8. Potansi Psjak dan atau Retribusi
Daerah

Cukup jelas




